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ABSTRAK:  1. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban 

memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana 

sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang 
diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat 

mengungkap suatu tindak pidana; 2. untuk meningkatkan 

upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak 
pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang 

terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap 

saksi, pelaku, pelapor, dan saksi. 

 Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 
28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

 1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan 

sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan 
dewan penasihat; 2. penguatan kewenangan LPSK; 3. 

perluasan subjek perlindungan; 4. perluasan pelayanan 

perlindungan terhadap korban; 5. peningkatan kerja sama 
dan kordinasi antarlembaga; 6. pemberian penghargaan 

dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi 

pelaku; 7. mekanisme penggantian anggota LPSK antar 

waktu; 8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak 

pidana yang dilakukan oleh korporsi. 

CATATAN:  Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 
Oktober 2014. 

 Peraturan yang diubah: Pasal 16, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 

28, Pasal 29, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 

41, Pasal 43 

 


